
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil
dari 204 Kelurahan/Desa di 11 Kecamatan se-Kabupaten Sintang yang melaporkan
kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari
pada 10 s.d 15 November 2024
Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan
hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara
Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, Riwayat sistem noken
tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat
kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga,
politik uang. Keempat, politsasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan,
ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat
kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit
dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga
pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye,
dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai
berikut.

bawaslusintang

 

24 November 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Sintang petakan potensi
Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi
gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6
indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 3 indikator yang cukup banyak terjadi,
dan 13 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

1)   237 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal 
       Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)
2)   171 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
3)   143 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
4)   142 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi 

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu
Sintang  Petakan 22 Indikator Potensi TPS Rawan 
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1) 11 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya 
     bertugas
2) 10 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia 
     logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
3) 20 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

 
5)   76 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
6)   61 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)

1)   7 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT 
      (Potensi DPK)
2)   4 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS
3)   1 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
4)   4 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak 
      sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
5)   4 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu 
      agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS
6)   9 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
7)   3 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
8)   2 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye 
      pasangan calon
9)   2 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
10) 4 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan 
      tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
11) 1 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
12) 4 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan 
      tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
13) 1 TPS di Lokasi Khusus

3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi 

13 (Tiga Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap 
     Perlu Diantisipasi
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Strategi Pencegahan dan Pengawasan
Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Sintang, beserta jajaran dan
seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar
tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis. Terhadap data TPS
rawan di atas, Bawaslu Sintang melakukan strategi pencegahan, di antaranya:
1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
3) sosialisasi dan pendidikan politikkepada masyarakat,
4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat 
    dan pengawas partisipatif, dan
5)Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses  
   masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu Sintang juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan
logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai
ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Kesimpulan
Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Sintang menginstruksikan kepada
jajaran untuk :
a.  melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
b.  berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak 
     hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan 
     terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, 
     netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan 
     distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
c.  Melakukan Pengawasn terhadap pelaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada 
     H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), mengawasi jalannya pemungutan 
    dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan  
    hak pilih secara akurat.
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Tanggal 24 Juli 2024 

 
HASIL PENGAWASAN MELEKAT DAN UJI PETIK PADA TAHAPAN  

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

 
Sintang - Bawaslu Kabupaten Sintang melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu 

Kelurahan/Desa telah melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih di 14 Kecamatan se-

Kabupaten Sintang. 

 
Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi 

dugaan pelanggaran, diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Menyampaikan Surat imbauan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar 

Pemilih kepada KPU Kabupaten Sintang pada tanggal 4 Juni 2024. 

2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sintang terkait potensi kerawanan 

pelanggaran pada pencocokan dan Penelitian data pemilih serta memastikan 

Pantarlih se-Kabupaten Sintang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. 

3. Membentuk posko aduan masyarakat “Kawal Hak Pilih” pada tahapan Pencocokan 

dan Penelitian Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak tahun 2024. 

 
Dalam melakukan pengawasan langsung terhadap proses Coklit, Bawaslu menggunakan 

metode pengawasan sebagai berikut: 

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawas pemilu melakukan pengawasan langsung 

dengan mengikuti Pantarlih ketika melaksanakan Coklit door to door ke rumah 

pemilih. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit. 

2. Sampling atau uji petik, pengawas pemilu melakukan uji petik terhadap pemilih 

yang sudah dicoklit oleh pantarlih yang tidak dapat diawasi secara melekat oleh 

pengawas ketika pantarlih melaksanakan Coklit. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 

(empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit. 

3. Pengawasan Langsung, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan 

pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan 

Coklit pada 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir. 

PERS RILIS 
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Bawaslu Kabupaten Sintang hingga tanggal 17 Juli 2024 telah melakukan uji petik untuk 

menguji faktualisasi Coklit yang dilakukan jajaran KPU dari aspek prosedur dan akurasi. 

Meski secara kalkulasi, jumlah PKD hanya 405 personil, jauh lebih kecil dari jumlah 

pantarlih yang mencapai 1.203 personil. 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 yang dikeluarkan Bawaslu RI yang 

disampakan secara berjenjang Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan: 

1. Membuat Surat Imbauan dan melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Sintang 

serta ke pihak terkait; 

2. Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pengawasan Tahapan Penyusunan 

daftar Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; 

3. Melakukan Fokus Pengawasan terhadap Poin-poin krusialyang menjadi potensi 

kerawanan dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih; 

4. Melakukan pemetaan wilayah rawan; 

5. Melakukan Uji petik terhadap kinerja Pantarlih; 

6. Pengawasan melekat,monitoring dan supervisi; serta 

7. Meningkatkan upaya pencegahan dengan memberi saran perbaikan baik secara 

langsung (lisan) maupun tertulis terhadap hasil dugaan temuan yang jajaran Bawaslu 

dapatkan.  

Selanjutnya berdasarkan Uji Petik yang dilakukan Bawaslu kabupaten Sintang beserta 

Jajaran secara serentak pada H-7 Paska berakhirnya Tahapan coklit, jajaran Bawaslu 

Kabupaten Sintang ditingkat kecamatan ada Dua Kecamatan yang memberikan Saran 

Perbaikan secara tertulis sedangkan kecamatan yang lainnya disampaikan secara lisan 

tentang saran perbaikannya,  

Adapun beberapa temuan Berdasarkan Uji petik yang kita lakukan diatas seperti: 

1. Pemilih yang tidak memenuhi Syarat masih terdaftar sementara ada Pemilih yang 

memenuhi syarat tidak terdaftar; 

2. Ada Petugas Pantarlih yang tidak melakukan pendataan dari rumah ke rumah; 

3. Ada ditemukan juga rumah yang sudah dicoklit namun tidak diberi stempel; 
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A. Hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik 

Pada uji petik atas prosedur terhadap akurasi data pemilih, Bawaslu mendatangi 

Kepala Keluarga (KK) secara door to door, (24 Juni-17 Juli 2024). Hasil pengawasan 

sebagai berikut: 

Jumlah TPS di Kabupaten Sintang : 1020 besar kemungkinan bisabertambah. 

1. Jumlah Pengawasan Melekat : 

• Kepala Keluarga: 7.475 

• Pemilih: 22.504 

2. Jumlah Uji Petik 

• Kepala Keluarga: 5.302 

• Pemilih: 60.909 

3. Total Melekat dan Uji Petik 

• Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker: 104.098 KK. 

• Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker: 57 KK 

• Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker: 3 KK 

• Nama Disabilitas yang tidak masuk dalam pemilih disabilitas 4 Orang 

 

B. Temuan Hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik 

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sintang menemukan 6 Kategori 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga 

menjadi rawan pada saat penyusunan DPS. Total TMS sebanyak 406 pemilih. Secara 

detail jenis TMS dan persebaran terbanyak adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah pemilih meninggal : 278 

2. Jumlah pemilih ganda : 2 

3. Jumlah pemilih pindah domisili (keluar) : 97 

4. Jumlah pemilih yang berstatus TNI: 2 

5. Jumlah pemilih yang berstatus POLRI: 3 

6. Jumlah pemilih salah penempatan TPS: 27 
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Berdasarkan data di atas, Bawaslu Kabupaten Sintang berkesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemilih meninggal dunia menempati kategori terbanyak. 
2. Adanya pemilih pindah domisili yang masih masuk ke dalam daftar pemilih turut 

memunculkan potensi ganda. Hal ini dikarenakan pemilih tersebut masih tidak 

dicoret di lokasi awal sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Daftar 

Pemilih, dan dicoklit lokasi baru sesuai domisili KTP Elektronik (KTP El) menjadi 

daftar potensial pemilih. 

3. Adanya pemilih TMS yang belum dicoret seperti pemilih yang sudah meninggal 

dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan pemilih di bawah umur, serta 

Pemilih berstatus TNI, Polri yang memiliki kartu tanda prajurit TNI/anggota Polri. 

4. Masih ditemukan adanya pemilih disabilitas yang tidak dicatatkan berdasarkan 

ragam disabilitas sehingga berpotensi pada akurasi data pemilih yang berdampak 

pada logistik, akses dan penggunaan hak pilih kelompok penyandang disabilitas. 

5. Masih ditemukannya Pemilih yang Sudah 17 Tahun Tetapi Belum Masuk Daftar 

Pemilih. 

6. Petugas Pantarlih yang tidak melakukan coklit dari rumah kerumah; 

 

C. Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut 

Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, Jajaran Bawaslu Kabupaten Sintang 

sesuai dengan tingkatan sampai ke Panwaslu Kelurahan/Desa telah berkoordinasi 

dengan PPS dan pihak terkait serta memberikan saran perbaikan secara lisan 

dan/atau secara tertulis melalui Panwaslu Kecamatan kepada PPK. Adapun 2 

(empat) kecamatan yang menyampaikan saran perbaikan secara tertulis yaitu: 

1. Kecamatan sintang Kabupaten Sintang, pada tanggal 18 juni 2024; 

2. Kecamatan Ketungau Tengah, pada tanggal 22 Juli 2024., pada tanggal  
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Karena itu, menjelang akhir tahapan coklit pada 24 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten 

Sintang mengingatkan dan mengimbau: 

1. KPU Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pemahaman serta mengintruksikan 

Pantarlih melalui PPS dan PPK supaya melaksanakan coklit sesuai dengan 

prosedur, dan memastikan supaya pemilih MS masuk dalam daftar pemilih 

sedangkan pemilih TMS dikeluarkan atau tidak dimasukkan pada daftar pemilih, 

serta berkoordinasi dengan pemerintah yang mengurus data kependudukan agar 

elemen data pemilih yang bermasalah bisa diperbaiki, serta melakukan coklit 

ulang terhadap KK yang belum didatangi oleh Petugas Pantarlih. 

2. Pemerintah/Disdukcapil untuk memastikan bahwa setiap penduduk memiliki 1 

NIK, mempercepat perekaman terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP-El, 

membuat surat kematian bagi pemilih yang meninggal dunia, 

3. Meyampaiakan kepada KPU beserta jajaran untuk melakukan sosialisasi agar 

Aparat desa mendukung dalam membuat surat keterangan Kematian yang 

diminta berdasarkan hasil pantarlih, 

4. Seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai 

pemilih yang telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang 

belum di Coklit, silakan untuk menghubungi Posko Kawal hak Pilih yang 

disediakan Bawaslu. 


